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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat simpulkan 

sebagai berikut:. 

1. Penegakan hukum tindak pidana narkoba di Polres Dompu, dalam rangka 

penyidikan dan proses penyidikan hingga penetapan tersangka 

berdasarkan UU Narkoba, tidak ada perbedaan proses hukum dan 

diperlakukan sama. sama seperti orang normal. Petugas polisi yang 

terlibat dalam tindak pidana dan diadili sering kali diberhentikan 

sementara dan mungkin juga dipecat jika mereka tidak dapat lagi 

mempertahankan pekerjaannya. Petugas kepolisian yang 

menyalahgunakan obat-obatan terlarang, selain dikenakan sanksi pidana 

berdasarkan UU Narkoba, juga dikenakan sanksi administratif oleh 

kepolisian. 

2. Upaya penegakan hukum di Polres Dompu dalam penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana narkoba dilakukan secara preventif, 

preventif, dan represif. Tindakan preventif merupakan cara untuk 

memastikan bahwa pelanggar memahami dan menerapkan tindakan 

disipliner terhadap peraturan yang ada. Penerapan sanksi pidana terhadap 

pelaku terkait narkoba akan diadili di lingkungan peradilan umum. 

Penerapan sanksi disesuaikan dengan skala kejahatan yang dilakukan. 

Pencegahan merupakan tindakan yang dilakukan Kapolda Dompu untuk 
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mengawasi dan mengendalikan anggota Polri agar tidak terjadi tindak 

pidana khususnya penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan penindakan 

merupakan tindakan yang bertujuan untuk memberantas pelaku kejahatan 

atau penegakan hukum di lingkungan Polres Dompu terhadap anggota 

yang melakukan tindak pidana narkoba. 

B. Saran 

 

Setelah mempertimbangkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis 

ingin memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Meminta aparat penegak hukum untuk selalu melakukan pengawasan yang 

lebih ketat dan memberantas penyusupan dan peredaran narkoba, kemudian 

mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan 

undang-undang. 

2. Kepolisian harus selalu aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan Narkoba dan selalu mewaspadai bahaya Narkoba karena 

dapat merugikan kehidupan masyarakat dan negara. 
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